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KATA PENGANTAR

SYrf,,i, alhamdutillah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sudah

merupakan suatu kewajiban bagi staf pengajar dilingkungan Universitas Medan Area untuk

membuat suatu tulisan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga

selesainya tulisan karya ilmiah ini, dengan judul " TINJAUAN HUKUM ADMtNtsTRAst NEGARA

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGGUNMN ANGGARANNYA MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2@4", yang merupakan hasit studi literatur.

Penulis sangat menyadari bahwa segala hal yang diperbuat dalam tulisan ini belumlah

seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna

menambah ilmu pengetahuan, Penulis yakin apa yang Penulis lakukan dapat bermanfaat bagi

para pembaca dan juga bagi Penulis sendiri. Untuk itu mungkin sebagai manusia biasa penulis

sangat memahami tulisan ini banyak kekurangannya, oleh karenanya guna kelengkapan

tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap kritikan-

kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca untuk disampaikan kepada

Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini menjadi pedoman

bagi para pembaca nantinya, dan atas tanggapan pembaca, Penulis mengucapkan terima

kasih.

Medan, Februari 20A9.
Hormat Penulis,

Hj. Jamillah, SH.MH
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BAB I

PENDAHULUAN

,3* era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk metaksanakan pembangunan

disegela bidang, baik bidang ekonomi, hukum, sosial politik, pertahanan, Ieingkungan dan

sebagainya hal ini dilakukan agar taraf hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan

sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 yaitu mencapai

masyarakat adil dan makmur.

Indonesia adalatr negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, maka untqk

mencapai suatu efisiensi dan efektifitas dari suatu pembangunan" sebagai konsekwensinya

pemerintah harus membagi wilayatr Republik Indonesia menjadi beberapa bagiar/wilayah

yang besar dan kecil.

Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya bermuara

kepada peningkatan kesejahteraan masyarakamya, membutuhkan dana dalam melalo*an

aktivitasnya tersebut. Dengan dana dimaksud maka pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah dapat merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegatan

pemerintahaq pembangunan dan lain-lainnya yang mendukung keberadaan pemerintah

daerah bagi daeratr yang bersangkutan.

Dengan demikian maka fimgsi Pendapatan Asli Daerah adalah untuk membiayai

aktivitas-aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan,

pembangunan dan peningkxan kesej ahteraan masyaxakatnya.

Adanya suatu pengaturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang

adanya suatu pembagian atas daeratr besar dan kecil, yang kemudian

melahirkan daerah-dasrah otonom. Daerah otonom ini berhak mengatur dan menyusun
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rumah tangganya sendiri, termasuk didalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengatgr

dan melaksanakan pembangunan sertra urusan rumah tangganyq daerah ini mempunyai

nendanatlmfa sendiri.

Anggaran daerah baik ditinjau dari Peraturan Daerah sebagai renaana yang

arkan kerangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk masa safu

tahun adalah sangat penting artinya Hal demikian merupakan pedoman kerja dalam

kegiatan-kegratan pemerintatr dacrah. Untuk itu anggaran daerah itu setiap tahunnya harus

mendapat penetapan dan pengesahan sssuai dengan Pemturan Pemerintatr No. 22 Tahun

1999 padaPasal 86.

Dalam rangka otonomi da€rah dilalflftan dengan memberikan kebebasan kepada

daerah rmtuk melaksanakan firngsinya secara efektif, Untuk fungsi tersebut

harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan

Asli Daerah PAD), Dana Perimbangan, Pinjarnan Daerah maupun lain-lain penerimaan

yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturao Daerah sesuai

dengan pemfimn perundang-undangan yang berlaku Untuk itu penulis mengkhususkan

untuk membuat karya ilmiah ini terutama menyoroti tentang Pendaparan Asli Daerah dan

penggrmaan annggaftrnnya terhadap pembangunan da€rah itu sendiri.

A. PENGERTIAN DAN PE}IEGASAI\I JUDT]L

Karya iltniah ini diberi judul "Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Ilan Penggunaan Anggannnya Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun

2004" jadi sebelum penulis mengungkapkan makna untuk pembahasan lebih laqiut tentang
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4.

3

hal-hal yang berkaitan dengan judul dimaksud, maka Penulis terlebih dahulu akan

mencoba memberikan penjelasan terhadap pengertian secara umtrm dari karya ilmiah ini

sekaligus memberikan penegasannyq perlu untuk diketahui dalam pengertian judul dari

karya Ilmiah ini secara etimologi dapardirumuskan sebagai berikut :

1. Tinjauan berarti Suatr pandangan.

2. Hukum Administrasi Negara dapat diartikan Segala ketentuan ,**p6;iffi@$3iu*
penyelenggafturn organisasi pemerintahan.

Terhadap berarti Mengarah kepada.

Pendapatan Asli Da€rah adalah sebagai sumber penerimrum daerah sebagai penunjang

segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penunjang pembangunan yang

setiap tatnm dapat meningkatkan pembangunan itu sendiri yang dapat dijadikan

insEumen dari otonomi daeratl.

5. Penggunaan Anggarannya berarti Penghasilao yang diperoleh dari pendapatan asli

daerah harus dipergrmakan sebaik-baiknya oleh daerah itu sendiri.

6. Menunrt UU No. 32 Tahrln 2004 adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang

otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 6 disebutkan batrwa sumber-sumber

pendapatan asli derah (PAD) teerdiri dari : pajak daeralu retibusi daerah, hasil

pengelolaankekayaan yangdipisahkan dan lain-tainpendapafan asli daerah yang sah.

Uraian diatas adalah dapat kita peroleh sesuatu kesimpulan untmx bahwa yang

dimaksud dengan judul diatas adalah pandangan hukum adminishasi negara terhadap

sumber-smber penerimaan daerah sebagai upaya penunjang dari pembangurao daerah

otonom sebagaimana diatur mentrnrt UU No. 32 Tahm 2004.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal ini agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata, maka

nemerin$ Indonesia terpaksa membagi dalam beberapa daerah yang masing-masing

mempunyai hak otonom terhadap wilayatr adminishasinya yang ditetapkan oleh rmdang-

undang. Adapun titik berat otonomi daeratldaerah di Indonesia diletakkan pada Kabupaten

dan Kota hal ini berarti secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan

kemampuarrrya melakukan pembangunan di da€rah sepanjang tidak

bertentangan dengan yang berlaku. Ini dilakukan pemerintah pusat dengan

pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten atau Kota secara langsung berhubungan

dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan dan lebih mengerti serta memelruhi aspirasi

masyarakat daerah.

Kabupaten atau Kota adalah merupakan daerah otonom yang ada di Indonesia di

Provinsi, termasuk dalam rangka pembangrman nasional, dan Kabupaten/Ifuta mempunyai

surnber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Dengan demikian kiranya tidak terlalu berlebihan rasanya jika Penulis membahas

tentang masalah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Penggunaan

Anggarannya menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Adapun alasan Penulis memilih tulisan ini karena setiap Kabupaten atau Kota

memprmyai potensi yang sangat besar tmtuk mengatw dan mengurus nrmah tangganya

sendiri, sehingga Pe'lrulis t€rtarik rmtuk mengetahui bagaimana caranya setiap Kabupaten

atau Kota itu mengelola dan menggunakan sumber danauya yaitu pendapatan asli daeratr

dalam pembangtrnan
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C. Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan aktivitas pembangunan dan melaksaoakan otonomi

daerah 
lang 

nyata serta bertanggung jawab, maka sangat diperlukan suatu sumber

pendapatan dacrah yang mana pendapafan daorah tersebut dipergmakan rurhrk mengatur,

mengurus serta membiayai daerah didalam melaksanakan pembangunan.

Undang-Undang No. 22 Tafulm 1999 tentang otonomi da€rah juga berwenang

mengatu dan mengurus kepentingan masyarakat seterrpat me,nunrt prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perafuran penurdang-mdangan yang

berlaku.

Undang-Undang lama memuat unsur kewajiban, sedangkan rmdang-undang yang

baru yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menekankan bahwa otonomi

marupakan kewenangan dasrah untuk mengatur drn mengurus kepentingan masyarakat

setempat dengan menekankao pada pentingnya aspirasi masyarakat, rulmuo undang-

undang yang baru tidak menyebut batrwa otonomi daerah sebagai hak.

Undang-Undang No. 22 Tatrun 1999 menyerahkan fungsi, personil dan aset dari

pemerintah pusat kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini berarti bahwa tambahan

kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dan

membentuk sistem yang jarfi lebih tersentralisasi dibandiagkan dengan sistem kousentrasi

dan administratif di masa lalu.

Menunrt peraturan uodang-uudang Republik Indonesia No. 22 Tahgn 1999 tentang

otonomi daerah ada disebutkan bahwa untuk dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menunrt prakmsa sendiri berdasarkan aspirasi masy'makat sesuai dengan

peratuan perundang-undangan.
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Hal penling lain dari pengaturan keuangan menurut peraturan pelaksanaan Undang-

Undang No. 21 Tatrun 2002 adalah Provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke

KuboeY atau Kota yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Atokasi

Khusus (DAK).

Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan perrbangunao daerahnya mempunyai

masalah khusus yang menyangkut bidang yang berhubungan dengan pendapatan dan

peningkatan sumber-sumber pemasukan daerah, maka yang menjadi nrmusan masalah

dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimaoa pemerintah Kabupaten atau Kota menggali poteirsi Pendaparan Asli Daerah

(PAD) yang nyata-nyata sebagai penrmdang pendapatan daerah-

2. Bagaimaua pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut di daerah

Kabupaten atauKota

3. Apakah terdapat keterkaitan antara pemrmgutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan kegiatan pembangunan di da€rah Kabupaten atau Kota dimaksud.

D. Hipotcsa

Hipotesa adalah menrpakan dugaan se,me,ntara tentang suatu masalah yang ditulis,

yang masih hanrs dibuldkan melalui penrbahasan atau penelitian s€cara

empiris.l Sebagai anggapan sementara dari p€xrulis tentang Tinjauan Hukum Adminisfrasi

Negara Terhadap Pendapatan Asli Daerah.tan Peng$maan Anggarannya Menlrut UU No.

32 Tahun 2004 ini adalah :

I Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Edisi Pertamq Penerbit Kencana Prenada Media G-up, Surabaya, 2006, hal gg.
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l. Pendapatan daerah dari pemerintah Kabupaten atau Kota dilaksanakan berdasar,kan

Peraturan Daeratr yang dikeharkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota

tersebut.

2. Pengalokasian dana Pendapatan Asli Daeratr (PAD) mengacu kepada peraturaa

pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004.

3. Pendapatan As[ Daerah (PAD) digunakan rurtuk melalerkan pembangunan sesqai

dengan potensi dankemampuan da€ralt Kabupaten atau Kota.

E. Tujuan Penulisan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingiq dicapai, besar kecil

tujuan tersebut berdasarkan penilaian orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang dilakukao oleh penulis dalam bentuk

tulisan karya ibniah ini.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat sebagai staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Medan Area guna memenuhi salah satu syarat dari Tri Dharma pergqruan

Tingg.

2. Untuk mengetahui dari pelaksanaan pendapatan asli daorah dan pengguniun

?nggarannya di daerah Kabupaten atau Kota-

3. Unfuk menarnbah serta menngembangkan pengetahuan Penulis me,ngenai usatra-usaha

peningkatan Pendapatan Asli Daeratr

R Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan dari penulisan suatu karya ilmialL yaitu penulisan atau

penelitian pada umumrya bertujuan untuk menemukaq mengembangkan atau menguji

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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suatu pengetahuan. Menenrukan berarti mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan.

Mengembangkan berarti memperluas dari yang sudah ada sebelumnya Menguji dilakukan

apabila 
T** ada yang menimbulkan keraguan. Bahan penulisan adalah semua informasi

atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan yang menrpakan teori, contoh"

rincian atau detail, perbandingaru sejarah, fakt4 angka, kotipao, gagasan, dan sebagainya

Baltan itr dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pertama, sumber bahan penulisan dari

perpustakaan. Studi kepustakaan menuntut membaca secuua kritis semua fahan yang

diperlukaa Kecekatan dalam menyeleksi bffmacam surnber yang mengandung sudut

pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lairu juga dituntut dapat memilih,

menimbang, menolalg dan menyusrm kembali bahan-bahan yang ada ke dalam suatu

tulisan yang dapat meyakinkan pembaca Kedua sumber bahan penulisan dengan

melalarkan penelitian ke lapangan dan wawancara Pe,nelitian kelapangan yaitu mencari,

melihat dan menemukan secara langsung fakta di lapangan- Wawancara yaitu menauyakao

secara langsung kepada nara strmber atau informasi atau orang yang berwenang.

Untuk melengkapi batran-bahan bagi penulisan karya ilmiah ini ini supaya

mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis menggunakau metode-metode datam

pengumpulan data yang diperlukan yaitu benrpa metode Penelitian Kepustakaan (Library

Researcli). Dengan metode ini penulis mendapat masukan dengan mencari dan menelusuri

bahan-bahan yang ada di perpustakaan, seperti sejrml316 buhL himprman peraturan-

peraturan yang be*aitan langsung dengan objek pembahasan karya ilodah ini, mas media

yang semrxulya itu dimaksudkan untuk memperoleh data atau bahan-bahan yang bersifat

teoritis.
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G. Sistematika penullsan

Untuk memudahkan pengrraian pnulisan karya ilndah ini, penulis membagi karya

ilmiah ini terdiri dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab, akan dibag lagi ke dalam sub.sub

bab, yang terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan mengenai pengertian dan pengesahan judul, alasan pemilihan

judul, permasalatran, hipotesq tujuan penulisan, metode pengumpulan data serta

sistematika penulisan.

Bab II. Tiniauan Umum Tentang Pendapatan AsIi Daerah (PAD) menunrt UU No.

32n004

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang pengertian Pendapat Asli Daerah, kemudian

tentang Landasan Hukum dan Teknik pembuatan Pendaparan Asli Daeratr, Sumber-

Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pengesatran dan Pengrmdangan.

Bab flf. Anggamn Negara Dan Hubungan l)enngan Ifukum Administrasi Negara

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang Pengertian dan Aktifitas Hukum Adminiseasi

Negar4 kemudian Pengertian Anggaran Negara, Jenis den Macam Anggaran Negarq

Sumber-Sumber Anggaran Negara dan Peran Anggaran Negara Dalanr Kaitannya dengan

Hrftum Admiuistrasi Negara

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menrpakan jawaban dari

permamlahan yang dikernukakan pada bab-bab sebehmnya Dan penulis berupaya

menoberikan saran-safiul kepada pihak-pihak terkait mengenai permasatatran yang

****.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENI'APATAN ASLI DAERAH

(PAD) MENITRUT UU NO.32/2004

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan dapat diartikan sebagai jurnlah penerimaan atau

perolehan yang berasal dari penjualan yang akan menambah jumlah harta si penjual

berupa kasa ataupun piutang lainnya sering juga diartikan sebagai jumlah perolehan

yang telah menjadi hak daripada yang memeprroleh. Akan tetapi pengertian seperti

ini tida dapat memberikan pemahaman yang memuaskan karena tidak menjelaskan

sumber atau faktor kegiatan yang mempengaruhi sumber pendapatan tersebut, juga

tidak menjelaskan bagian-bagian dari pendapatan itu.2

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonorni yang tiirrbul dari

aktifitas uormal perusahaaa selama satu periode bila arus masuk itu mengaibatkan

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penan;* modal.

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dalam

jangka waktu tertentu. Kalau dilihat pada penjelasan atas Undang-undang R.epublik

Indonesia No.5 Tahuur 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. dikemukakan

bahwa : Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan

sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumher pembiayarm yang

cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber dapat diberikan kepada daeratr,

2 Kuna{o, Perencandan dan pengerulallan Prugram Pembangtutun, penerbit Universius lrrdonesiu UI-
Press, Jakartg,2002, hal. l16

10
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itumaka kepada daerah dirvajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri berdasarkan peraturan pemnrlang-trndang ini yang berlaku
t'

Secara prinsip, perutapatan daerah hampir sama dengan pendapatan qegsa
a

hanya yang safu merupakan pemerintah pusat sedang yang satu lagi merupakan

pemerintah dacrah. Pendapatan dlerah berar,ti pendapatan yang diterima suafu

daerah bcrupa psndapatan dari pemberian dan lain-lain yang dianggap sal1 dalam

suatu waktu tertenfu setiap <laerah Indonesia mempunyai hak untuk mengrrus

daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlakq tennasukjuga

mengelola keuangan daeralurya sendiri. Pendapatan daeratr meri.rpakar, *iut *
u.nsur yang penting dalam penyelenggara roda pembangunan daerahnya. Di samping

untuk meningkatkan laju pembangunan juga untuk mengurangi ketergantungan akan

subsidi dari pemerintah pusat.3

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa daerah mempunyai hak otonom, dinrana

hak tersebut memungkinkan daei:ah untuk mengatur dalarn mengurus **4
tangganya scndiri untuk meningkatkan hasil, guna penyelenggaraan pemerintah

cialam rangka pelayanan terhadap r nasyarakat dan pelaksanaan pembangunan

termasuk pengelolaan sumber-sumber keuangan di daerah sendiri.

Sedangkan pongertian Pajal: Daerah dan Restribusi Daerah adalah seperti

yang tercantum drlam Peraturan Pr:laksanaan Undang-Undang No. 21 tahrun 2002

tentang Pajak Daerah sebagai revisi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yaitt

pajak Daeratr yang berhak memberikan pungutannya pada setiap claerah (daerah

' -tyflt-i, 
Ibnu, (1994), Dasar-I)qsar lkbijatrsanaan Keuaugevt Negara, Penerbit Rineka Cipta Jatarta.

tial 95

r
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otonom) yang dibagi menjadi : Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan daerah

Kota.

Menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22lTahun 1999
t

tentang Kewenangan daerah otonom r nhrk mengatur dan mengurus kepentingan

r!*esyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Undang-unLang larna memrrat unsur kewajiban Undang-Undang baru,

menekankan bahwa otonom merupakan kewenangan daerah unfuk mengafur dan

m€ngurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankar pada pentingnya

aspirasi masyarakat. Namun Undang-Undang baru tidak menyebut otonom daeratr

seb.rgai hak.

Undang-Uadang No.2211999 menyerahkan firngsi, personil dan aset dari

pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, Kabupaterr dan Kota. Hal ini berarti

bahwa tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah

Kabupaten dan Kota dan mernbentuk sistem yang jauh lebih terdesentralisasi di

bandingkan dengan sistem konsentrasi dan administratif di masa lalu.

IIak dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolah / pengaliran

sumber-sumber keuangan daerah diafur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2002

tentang pajak daerah sebagai revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.4

Dalarn mewujudkan lurl tersebut tentunya harus dikembangkan melalui

pembinaan yang tsratur dengan mernberikan pilihan-pilihan yang memungkinkan

suatu daerah agar dapat meningkatkan dan memperbesar penerimaan pendapatan

o M. Srrpar-oko, rQevl'sr Undang-undang Repubtik Indonesia, Tentang Konsep Otonomi Daerah No.22
'lhhun 1999, Dinas Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. Hial 79
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daerahnya. Dengan menetapkan poterrsi daerah secaxa optimal. Sesuai dengan

penggolongan.

B. Landasan trlukum dan teknik Pembtratnn Pendapatrn Asli Daerah (PAD)

+

tlukum Sebagai Sisteim, biasanya orang hanya melihat dan bahkan terlalu

sering mengidentikan hokum dengan peraturan hukum atar/bahkan lebih sempit

lagi, hanya dongan Undang -Undang saja.

Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsur saja dari

keseluruhan sistem hukum, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur sebagai berikut :

l) Asas-asas hukum (filsafatr hukum)

2) Peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :

a) Undang-Undang

b) Perahran-pEraturan pelaksanaan undang-undang

c) Yurisprudensi tetap (case law)

d) Hukum kebiasaan

e) Konverui-konvensi interrrasional

0 Asas-asas hukum internasional

daya manusia yan anggung jawab dan sadarg) Sumber daya manusia yang profesional, bertr

hukum

Pranata-pranata hukum

Lembaga-lembaga hukunr termasuk :

1. Struktur organisasinya

2. Kewenangannya

3. Proses dan prosedur

d)

e)
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4. Mekanisme kerja

f) Sarana dan prasanana hukum, seperti ;

1. Purnitur dan lain-lain alat prrkantoran, termasuk komputer dan sistem

manajemen pcrkantoran

2. Senjata dan lain-lain pera.latan

3. Kcndaraan

4. Gaji

5. Kcscj ahtr;raan pegarv arlkNy aw'an

6. Anggaran pembangunan, dan lain-lain

g. Budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif,

legislativc maupun yudikatif), tctapi juga pcrilaku masyarakat (tcrmasuli

pers), yang rli lndonesia cenderung menghakirni r;endiri sebelum benar-

benar dibuktikan.s

Mal<a sistem hukunr terbentuk oieh sistem interaksi antara ketujuh unsur di

atas ittl, sehingga apabila salah satu unsurnya saja tidak memenuhi syarat, tentu

seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestirrya. Atau apabila salat-

satu unsurnya berubah, maka selumh sistem dan unsur'-unsur lain juga harus

herubah"

. Dengan kata lain : perubahan undang-undang saja tidak akan membawa

perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di dalam bidang

peradilan, rekruitmen dan pendidikan unrum, reorganisasi birokrasi, penyelarasan

trrroses dan mekauisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana serta

'Nick Deyas & Roy Keley, Keuangan Pemerintsh Daerah di Indonesia,Penerbit UI Press, Jakarta, lgg7,
hal.83
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pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum

sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan keliidupan

ben'nasyarakat dan bernelara yang damai, tertib dan sejahtera.

Adapun Droit E'conomique adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi

Ne$ara (terutanra yang berasal dari kekuasaan eksekrrtif) yang mulai sekitar tahun

193-an diadakan untuk mernbatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan

ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat

rnemenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidalc

al:an mati kelaparan. karena ternyata p'rmerintah merasa wajib untuk mengeluarkarr

peraturan Hukurn Administrasi Negar,r yang menentukan harga maksimum clan

harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin Pemerintah yang

dipertukan untuk berbagai usaha di bidarrg ekonomi, seperti misalnya untuk

membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanarnan modal; dan di

dalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau mengekspor barang,

keman4 seberapa dan sebageinya.6

Peraturan-peraturan Hukum Administr:asi Negara seperti itu dicakup,dengan

nama Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas

pada Flukum Administrasi Negara saja tetapi juga mengatur hal-hal yang termasnk

substansi pembuatan Pendapatan Asli Daerah.

Teknik pembuatan Pendapatan Asli Daerah Satu hal yang pasti akibat keadaan

di atas adalah pemerintah mengupayakan sumber dana yang lain bagi pemasukan ke kas

negara sehingga meskipun pelaksanaan pembangunan menghadapi berbagai hambatan

6 Muslimin, Amrah, Beberapa Atas-Aza,s dan Pengertian-Pengerlian Pokok Tentang Aclminislt'asi dan
Hukum A dni nistras i. Alurnni, Bandung. 200 1, l:Ial. l l 8
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tetapi dapat terus berlangsung.

Selain pengabdian yang tinggi dari aparatur pemerintahan, keterampilan dari

aparat*pelaksana tugas-tugas pemerintahan, maka persoalan lainnya yang sangat

sentral dalam pembangunan itu sendiri adalah dana dan biaya bagi terselenggaranya

p embangunan itu sendiri.

Pembangunan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan

sumber penerimaan daerah adalah salah safu faktor penur{ang pembangunan, yang

merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola anggaran serta

meningkatkanny4 sejalan dengan renc:rna pembangunan yang sedang dilakukan.

Befdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah

Daerah Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pembtratan PAD terdiri atas :

l. Pendapatan asli daerah, yaitu :

a. ttrasil pajak daerah,

b. Hasil retribusi daerah,

c. Hasil perusalraan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan,

d. Lain-lain pendapatan asli claerah yang sah.

Potcnsi sumber pembuatan Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas sangat

memegang peranan penting dalam r angka menunjang pembangunan di daerah

tr:rsebut.7

Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya

' Abdullah, Joefri, Po,to/r- Pokok Betrerjanya Garis Edar Anggaran Daerah,Penerbit Cipta Rukun Sarana,
Jakarta,2000, hal 86
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benhuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana

dalam melalorkan aktivitasnya terscbut. Dengan dana tersebut maka pemerintah

daefah dapat merencanakan dan rrerealisasikan kegiatan-kegiatan pemerirfiahan,

pembairgunan dan hal-hal lilinnya yang mendukung keberadaan pemerintah daerah

bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian maka funl,si pendapatan asli daerah adalah untuk

ntembiayai aktivitas-aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dalam rnenjal.ankan

pemerintatran, pembangunan dan perringkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi pendapatan asli daerah adalah untrrk :

Ada dua fungsi pendapatan asli daerah yaitu :

a. 
.Fungsi 

budgetair.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah unttrk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerer.d).

Pendapatan asli daerah sebagai alat unfirk rneragatur dan melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Dalam .*rgtu menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang

proporsional, demokratis, adil darn transparan berdasarkan atas pembagian

kewenangan antara Pemerilrtah Pusat dan Daerah telatr diurdangkan Undang-

IJnda4g Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dnn. Daerah. Unda,ng-Undang tersebut antara lain mengahrr tentaug Dana

Perimbangan yang merupakan aspek pentfurg dalam sistem perimbangan keuangan
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arrtara pusat dan daeratr. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah

yang berasal dari Anggaran Negara untuk mendukung pelaksanaan

pemerintatran daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah

yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik.8

Dana pcrimbangan tordiri da.ri :

Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Btuni dan llangunan, Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan, dan pcnerimaan dari sumber daya alam.

Dana Alokasi L.lmum

Dana Alokasi Khusus.

. Dana. perimbangan tersebut merupakan kelornpok sumber pembiayaan

pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

lain, mengingat tujuan mas,ng-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan

nrelengkapi. Bagian Daerah dari pcnerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Rea

Ferolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam

nrerupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

. Dana alokasi ulrulrr dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan

rnem.perhatikan potensi daerah, keadaan geografi, jumlah pendudulq dan tingkat

pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju

dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi l(husus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-

keLutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana

8 tbid, Muslimin Amrah,. 2001 l{al.l lg

II
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p,erimbangan dapat lebih membei,fuyakan dan meningkatkan kemampuan

perekonomian daerah, menciptalan sistem pembiayaan daerah yang adil,

!,roporsional, rasional, traruparan, partisipatif bertanggung jawab (akuntablel, ,**
rremfierikan kepastian sumber keuangan daerah, yang berasatr dari wilayah daerah

yang bersangkutan.

C. Sumber-Sumber Pendaputan Asli Daerah (pAD)

. Hubungan keuangan dan daererh dalam rangka otonomi daerah dilakukan

dengan memberikan kebebasan kepada daerah unfuk melaksanakan fungsinya secara

efektif. Untuk melaksariakan fungsi tersebrrt harus ada dukung,an sumber-strmber

ke''nngan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (pAD),

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah malwun lain-lain penerinnaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang dlpsroleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasark-an peraturan

Dae'rah sesrrai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

'Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

Hasil pajak daerah,

Hasil retribusi daerah,

I{asil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lairurya

yang dipisahkan,

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.e

Kewenangarr daarah unfuk memungut pajak dan rehibusi diatur dengan

lJndang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari unclang-

' * a*"rnrr-tJ*- r! ,rt" untuk Anggaran dan Pembangunan, Edisi pertamq penerbit Andi
Yoryakarta, 2002. hal 109

a.

b.
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Undang No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturam pelaksanaannya yaiat

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan

Pcmerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis penerimaan yang terrnasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainirya

yaug dipisahkarL antara lain bagian laba, DividerU dan penjualan satram milik

o.aerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil

peirjualan aset daerah dan jasa giro.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran

hlegara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentr:alisasi. Besamya jumlah dana perimbangan ipi

clitetapkan setiap tahun allggaran daiern Anggaran Negala, dana perimbarigan irni

terdiri dari :

.a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan-Hak./.ffi-,
Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumbe r dayaalam. /f*'

b. Dana Alokasi Umum (DAU).to

Hal penting lain dari pengaturan keuangan menurut peraturan Ory1t
Undang-Undang.No.2ll2002 adalah propinsi berupa transfer antar pemerintah dari

pusat ke kabupaten dan kota, yang disebut dengan Dana Alokasi Umum @AU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK).

. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan block grank yang diberikan kepada

semua kabupaten dan kota tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan

kebutuhan fiskal ctan didistribusikan dengan formula berclasarkan prinsip-prinsip

r0 Tjokroamijoyo, Bintoro, Pengantar rldministasi Pembangunan Penerbit LP3F,S, 2001, Jakarta, Hal
127

\,
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|trrt"n* yang secara unlln mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang

menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lairu tujuan
Pt:,
i
ipentiW dlokasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalasr kerangfua p€m€rataan

'?'keriraripuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di daerah. Undang-Undang

No.2112002 Pasal 7 menggariskan bahwa restribusi daerah berkewajiban

rnenyalurkan paling sedikit 25% dat'r Penerimaan daerahnya dalam bentuk Dana

Alokasi tImum,(DAU). I I

c. Dana alokasi khusus (DAf.,).

Bagian claerah dalam bcntuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing)

nrerupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical

imbalance) antara pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan

pajak (sumbeq daya alarn). Pola bagi hasil pcnerirn,aan ini dilakukan dengan

persentase tertentu yang diciasarkan aks daerah penghasil (by origtn).

Bagi hasil pajak nreliputi bagi hasil pajtrk bumi dan bangunan (PBB), bea

perolehan hak atas tanah dan bangunarr. Bmdasarkan Undang-Undang Perpajakan

Tahun 2000, mulai tahun 2001 daerah memperoleh bagi hasil dari pajak penghasilan

(PPh) Orang pribadi Qtersonal income far) yaitu PPh karyawan (Pasal 21) serta PPh

Pasal 25n9 orang pribadi. Bagi hasil PPh ini dimaksudkan sebagai konpensasi dan

penyelaras bagi daerah-claerah yang tidak merniliki sumber daya alam tetapi

memberikan konstribusi yang besar bagi penerimaan negara.

Bagi lrasil sumber daya alary terdiri dari sektor kshutana4 pertambangan

umum, minyak bumi dan gas alam clan perikanan.

rr Yani, Ahmad, Hubungan Anggaran Femerinlah Pusal dan Daerah di Indonesia, Penerbit Raja
Grafindo Persadq Jakarta, 2002, hal. 87
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Dana Alokasi Umum (DAU) aclalah dana yang berasal dari Anggaran

Nfegara, yang dialokasikan dengan hljuan pemerataan kemamptran anggaran antar

daerah unttrk membieyai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

desen&alisasi. Penggunaan dana alokasi umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh

daeratr. Dana Alokasi Umum (DA{I) diberikan dalam rangka untuk mengurangi

ketimpangan harizontal dal,am kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara

f,usat dan daerah. Dengan adanya Dani Alokasi Umurn (DAU) ini akan mernberikan

kepastian bagi daerah dalam mr:ml eroleh surnber-sumber pembiayaan untuk

inembiayai kebutuhan pcngeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan

I)ana Alokasi Un,um (DA{I) suahr daerah ditentukan dengan menggtrnakan konsep

fiscal gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditenhrkan

atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah ffiscal capacity).

Berdasarkan konsep ini, distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah-

daerah yang memiliki kemampuan relatif, besar akan lebih kecit dan sebaliknya

daerah-daerah yang irrempun]&i kemampr.lan keuangan relatif kecil aka;

m:mperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif tx:sar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran

Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

tertentu. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan dengan

:memperhatikan tersedianya dana dalarn Anggaran lrlegara.

Kr2etiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pembiayana

pelaksanaan desenffalisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

t2 D.lamil, Fathun*ahman, Perolaran Pemerintah tentang Otonomi Daerah,200l, Penerbit Citra Umbara,
Bandung,200l,hd. 109
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lain, mengingat !t'uan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan

melengkapi.

Pinjaman daerah adalah E€mua transaksi yang mengakibatkan daeratt

meriErima dari pihak lain se;urnlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah

tersebut dibebani kewajiban unh& membayamya kembali. Pinjaman daerah

dilakukan untuk membiayai kebrrtuhan daerah berkaitan dengan penyediaan

prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal).

Lain-lain peneri.maan yang rah, antara lain hibalL dana darurat dan

penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana darurat merupakan dana bantuan yang berasal dari Anggaran Negara untuk

keperluan mendesak kepada daerah tertentu. Keperluan mentlesak adalah keadaan

yarg sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan

pembiayaan dari Anggaran Negara, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang

dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Frosedur dan tata cara

penyaturan dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggaran

Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahrrn 1999 telah menetapkan dasar-dasar

pembiayaan pemerintah daerah sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Negara. Penyelenggaraan

tugas pemerintatr pusat yang dilaksanakan oleh peranglcat daerah prwinsi dalam

rangka pelaksanaan clekonsentrasi dibiayai atas beban Anggaran Negara.

Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
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d,an desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban Anggaran Negara.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pernerintah Pusat kepada

Ciubernur atau penyerahan kewenar gan atau penugasan Pemerintatr kepada

B,upat ilWalikota diikuti cleugan pem biayaannya,

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat jeoada

Gu.bernur atau Bupati/walikota dapat dilalcukan dalam rangka desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedang penyerahan atau pelimpahan

kervenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi dan

dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber rJaya manusi4 dan sarana serta

pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan

dan pelimpahan wewenang tersebut. Sementara itu penugasan dari Pemerintah Pusat

kspada Pemerintah Daerah dalarn rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian

anggaran.

1. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Daerah dalam rnelakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya

bermuara kepada pen.ingkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana

dalam melakukan aktivitasnya tersebut. Dengan dana tersebut maka pemerintah

cilaerah dapat rnerencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintatra4

pembangunan dan hal-hal lainnya yang mendukung keberadaan pemerinta.h daerah

bagi daerah yang bersangkutan.

' Dengan dcmikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalatr untuk

membiayai aktivitas-aktivitas pemerinttrh daerah itu sendiri dalam meqialankan

per'.nerintahaq pembangtman dan peningkatan kesejahteraan rnasyarakatnya.
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Ada dua fungsi pendapatan asli daerah yaitu :

&," Fungsi budgetair.

Pendapatan asti daeratr sebagai sumt€r dana bagi pemerintah daerah untuk

*tirbiuyui pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (.regulerend).

Pendapatan asli daerah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan

. 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 13

2. Dana Perimbangan Kruangan Daerah

, Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang

proporsiona.l, demokratis, adil dam transparan berdasarkan atas pembagian

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah diundangkan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 tcntang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Undar:g-Undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana

Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan Aaei

yang berasal dari Anggaran Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintahan daerah dalarn mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerab,

yaitu terutama peningkataa pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik.

t3 ljokoami;oyo, Bintoro, lbid, hal 77
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A.RAIIAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSAI\IAA}I PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN'1993

fonUangunan aparatur nsgffa diarahkan pada makin terwujudnye duktrugan

administraii negarl yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan

firngsi penyetenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan untuk mewujudkan

siistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta

tarrggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan

strategis. Kebijaksanaan dtm langkah pendayagunaan administrasi negara perlu terus

d.ilanjutkan, ditingkatkan, dan ditujukan kepada penataan organisasi,

penyempumaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana

rJan prasnrana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

kescjahtcraannya.

Dalam rangka pembangunan aparatur kenegaraan, pelaksanaan fungsi lembaga

tertinggi dan lembaga tinggi negara perlu terus ditingkatkan sesuai dengan amanat

lJndang-Undang Dasar 1945 dengan mengembangkan kerja sama yang serasi dan

teibuka berdasar atas asas kekeluargaan serta didukung oleh sumber daya yang

memadai.

Pembangunan aparatur penlerintah diarahkan pada pening-katan kualitas,

r:fisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, tennasuk

peningkatan kemampuan dan disiplin pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan

aparatnya, sehingga sccara keselur rtran makin mampu melaksanakan . fugas

'pemerintahan dan pembangturan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam

rnelayani, mengayorf, serta mentunbuhkao prakarsa dan peftm aktif masyarakat
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dalam pembangunan, serta. tanggap terlmdap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Pembinaan, penyempumaan, dan pendayagunaan aparatur pemerintah baik

kelembagaan, kgtatalaksanaan maupurl kepegawaiannya perlu terus dilaqiutkan dan

+
ditingkatkan,

Sisf-em pengawasan mggaran negara dan pembangurun, baik pengawasan

melekat maupun pengawasan fi,rngsional termasuk pengawasan oleh masyarakat

dimantapkm secara terpadu dan konsisten agir tercapai efisionsi dalam

penyelenggaraan negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya

tjndak lanjutnya ditingkatkan sGcara terpadu bersamaan dengan fengem.banlan

tanggung jawab .masyarakat disertai peningkatan disiplin nasional. Penertiban

aparatur pemerintah dilaniutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam

rnenegakkan disiplin aparalur pemerintah serta dalam menanggulangi

penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, yang merugikan

dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan

erparatur pemerintatr, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kobocoran, serta

pemborosan kekayaan dan anggaran negara.

Pembinaan kepegawaian diara rkan pada makin terwujudnya kepegawaian

negara yang mantap dengan pengenrbangan karier bsrdasarkan prestasi kerja,

kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, serta kemantapan sikap mental

ilparat berdasarlan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan

$eoara berencana melalui upaya pcndidikan dan pelatihan, p€nugasan, bimbingan

dan konsultasi, serta melalui pengembangan motivasi, kode etik, dan disiplin
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k,pdinasan yang sehat didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta

dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar.la

Hubungan kerja yang serasi antr ra aparatur pemerintah pusat dan pemerinhh

daerah dalam upaya makin mewujuckar. otonomi daerah yang nyatq dinalnis, serasi,

a* bertanggung jawab terus dikernbangkan secara realistis atas dasar asas

dskons$ntrasi, de';en-tralisasi, dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong

kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh

pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan Wau,asan Nusantara.

. Pembangunan aparatur pemerintah daerah yemg meliputi lembaga, tata kerja,

dan aparat pemerintah daerah diarahkan pa,la penyelenggaraan pemerintahan.dan

pembangunan daerah ydng makin efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi

rakyat serta meningkatnya keterpaduan peroncaruum, pelilksanaan, pcngawasan, dan

pengendalian kegiatan seluruh aparatur pr;merintah daerarh. Pendayagunaan aparafur

pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan

otonomi daerah, peningkatan kualitas sistem administrasi, penyempuflumn

ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparabrya.

Koordinasi, kerja sama, dan kernampuan aparatur pemerintatr yang bertugas

di daeratr makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran,

efisiensi, dan efektivitds serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan

pembangunan di daerah.

Pelaksanaan frrngsi dan peranan aparatur pernerintahan desa dan kelurahan

terus lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga makin mampu, efisien, dan

f { Handayangirat, Soewatno, itlministrasi Penerintah Dulam Pembangurwn Nasional, Penerbit Gunung
Agung, Jakarta, 2002. hal 108
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efektif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan desa"seinn

kelurahan dalam melayani, mengayomi, firenggerakkan, dan menghargai prakarsa

dan peran aktif rakyat dalarn pcmbangunan, bersamaan dcngan upaya menciptakan

kondisi yang lebih mendorong peningkatan kehidupan dan tanggung jawab

masyarakat serta kemampuan kelembagaannya.

Sistem p€rencanaErn penyusunan program dan anggaran dalam rangie

perlyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan perkembangan kebuhrhan

pgmbangunan serta kemampuan anggaftm negru?. Kemampuan aparatru pemerintah

baik di pusat maupun di <laerah unfuk merencanakan, melaksanak"an, mengawasi,

dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

' Sasaran pembangunan aparatur negara dalam PJP II sesuai amanat Garis

[lesar Haluan Negara 1993 adalah te cipanya dan berfrrngsinya aparatur negara

yang bersitr, bertanggung jawab, perruh. pengabdian dan profesional.

Menjadi sasaran pula makin mantapnya pelaksanaan peranan, fru:gsi, dan

hubungan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesuai dengan

kedudukannya sebagaimana ditenhrkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; dan

selaras dengan dinamika kemajuan, kecerdasan dan semangat masyarakat untuk

berperan serta aktif dalarn penyelenggaraan negara dan pembangunan.

G
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b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI sesuai amanat

Garis Besar Haluan Negara 1993 adalah tertatanya manajemen aparatur negara
+

unfuk meningkatkan kualitas, kemarnpuan, dan kesejahteraan manusianya.

Menjadi sasaran pula terwujudnya sistem administrasi neganr yang makin

an<iial, profesional, efisien, efektif, serta timggap terhadap aspirasi rakyat dan

terhadap dinamika perubahan ling-kungan strategis dalam tatanan kehidupan

nasional, regional, dan global sertra mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaari tugas dan fungsi pemerintahan negara dan pembangunan;
l

meningkatnya iemangat pengabdian dan kemampuan aparatur pemerintah baik

pemerintah pusat maupun penrerintah daerah dalam penyelenggafturn tugas

pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam melayani, mengayomi,

mendorong dan menum-buhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam

pembangunan; serta tanggap terhadap aspirasi nnasyaraka! perrrasalaharg

kepentingarg dan kebutuhan rakyat, tsrutama yang masih hidup dalam kemiskinan

atau ralcyai kecil. rs

Sasaran laimya adalah meninglcahrya perwujudan otonomi daerah di tingkat

II ya[g nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dalam mendorong kemajuan

dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok

tanah air, serta meningkatkan pe,rwujuclan Wawasan Nusantara; meningkatnya

kemampuan kelembagaan dan efisiensi serta efektivitas pelaksam&l fungsi dan

peranan aparatur kecarnatan dan pemerintahan desa dan kelurahan dalam melayali

l5 Muslimin, Amrah, Ibid, I l8l
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dan mengayomi masyarakat; dalam mengembangkan 
Eakarsa dan peran serta aktif

masyarakat dalam pembangunan; serta dalam menghargai pendapat, menanggapi

aspirasi, dan menyalurkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pemerintahan dan
.+

perabangunan pada tingkat kecamatan dan desa ataupun kelurahan; mantapnya

ke,terpadtran perencanaan, pelaksanaan, pengawasaru dan pengendalian kegiatan

seluruh aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah; terwujudnya kepegawaian

negara yang berkualitas; memiliki kemampuan profe-sional, keahlian dan

keterampilan, kepemimpinan, sbrta semangat pengaMian dan disiplin yang tinggi

dalam melaksanakan tugas; taat dan s:tia kcpada kepentingarL nilai-nilai dan cita-

cita perjuangan bangsa dan negara I erdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945; serta meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri didukung sistem

penggajian dan pemtrinaan serta pengembangan karier berdasarkan kemampuan

profesional dan prestasi keda, serta penerapan sistem karier terbuka antara paratur

pusat dan daerah

. Terwujudnya sistem kearsipan yang andal, yang dikelola secara fungsional

da? profesional sebagai bagiarr terpadu dalam pengembangan sistem manajemen

modern lrnfuk men,..rnjang pembangunan yang berkelanjutan secara

ber'kesinambunga& Terselamatkannya arsip dalam upayia dan kinerja pJp I di Arsip

Itlasional Rcpublik Indonesia (ANRI) sebagai ingatan clan warisan sejarah bangsa

merupakan sasaran pula. 16

16 Nick Deyas & Roy Keley. Ibid, g3
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3. Kebijaksanaan

m aparatur negara d neliputi kebijaksanaan (a)Pembangunan apqratur negara dalam Repelita VI n

peningkatan disiptin aparatur ncgara; (b) pemantapan organisari kenegaraan; (c)

pendayagunaan organisasi pemerintahan; (d) penyempurnaan manajemen

pembangunarr; dan (e) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Peningkatun Disiptin Apr.rntur Negnra

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selain merupakan salah satu

trrjuan pokok dalam pembangunan aparatur negara, juga merupakan persyaratan

pokok bagi terselenggaran)'a pembangruran nasional yang efisien dan efektif. Unnik

itu, diperlukan disiplin yang tinggi. Sejalan dengan itu, dalam Repelita vI,

Pemerintah menetapkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara

sebagai krida kcdua Panca Krida Kabinet Pembangunzur V[, yang menyatakan:

"Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori aparatur negara menuju

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan

pelayanan pada rakyat fndonesia". I?

Posisi aparatur negara dalam proses peningkatan clisiplin nasional tersebut

adalatr sebagai peloElr, pelaku pertarna, dan utama dalam menerapkan disiplin

nasional sehingga dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat. Disiplin

berpenganrh terhadap efisiensi dan produktivitas kerja, daya gun4 dan hasil guna

aparatur. Produktivitas kerja ditingkatkan melalui peningkatan disiplin pegawai

negeri sehingga bekerja dengan penuh semangat pengabdian dan 
. 
sepeltr,r

kemampuan. Peningkatan disiplin aparatur pertama-tarna tercermin dari perilakunya

:T lokroamijoyo, Bintoro, Ibid hal, 77

r
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sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang makin konsisten dan konsekuen

dalam menghayati dau mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

baik dalam peuyelenggsriaan negara dan pembangunan maupun dalam kehidupan di

tt:ngatimasyarakat, Aparatur negara bersifat melayani, mengayomi, dan meneladani,

disertai kepemimpinan yang menumbu rkan dan mendorong prakarsa dan peran serta

aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, aparatu negara senantiasa siap

dan bersikap mengabdi dan setia kepada liepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita

perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

Dalam rangka itu, peningkatan disiplin aparatur negara dilak-sanakan melalui

penghayatarl pengamalan, dan pembudayaan nilai-nilai dan aturan kelembagaan,

baik dalam sistem aparatur negara itu sendiri secara irrternal maupun dalam

hubungannya dengan lingkurgannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

<lan pembangunan. Nilai-nilai dan aturan kelembagaan dalam rangka kehidupan

nasional bangsa yang hams dilaksanakan dalam rangka peningkatan disiplin

meliputi Eka Prasetya Panca Karsa sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila @4), Undang-Undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, berbagai

kebijaksanaan dan peraturan perundarrg-undangan, serta nilai-nilai keagamaan dan

nilai-nilai hukum budaya bangsa dan nilai-nilai ilmu pengetahuan clan teknologi

yang berguna dan diperlukzur bagi hidup, kemajuan, keutuhan wilayah, dan

kelangsungan kehidupzur masyaraka! bangsa dan negara.

E:
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Dal.am hubungan ini, peningkatan disiplin pegawai mendapatkan perhatian

sungguh-sunggutr, karena dapat dan hams memberikan dampak nyata bagi tegaknya

diisiplin aparatur dan disiplin nasional. Peningkatan disiplin pegawai di samping

dilakukafi melalui: pemasyarakatan budaya kerja; peningkatan pela}sanaan

pengawasan melekat, pongawasan fi.rngsional dan pengawasan masyarakat;

pr;ningkatan mutu keper,,rimpinzur; serta. pendidikan, pclatihan, dan penataran; juga

melalui penerapan berbagai peratur an perundang-undangan yang berlaku pada

keseluruhan bidang penyelengganuln pemerintahan dan pembangunarL termasuk

p€nerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usatra Negara

(PTI-IN). Pematraman dan kepatuhan aparatur negara terhadap hukum dan peraturan

penrndang-trndangan termasuk yang menyangkut disiplin kepegawaian dan tedib

' hukum terus ditingkatkan,

nb. 
Pemantapan Organlsasl Kenegaraan

Dalam rangke pembangunan aparatur kenegaraan, pelaksanaan fungsi

lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara ditingkatkan sesuai rlengan ketentuan

dan amanat Undang-Undang Dasar ',.g45, dengan mengem-bangkan hubungan kerja

s*ima yang serasi dan terbuka berdasarkan asas kekeluargaan

' 
Seiring dengan meningkatnya pembangunan, kesadaran politik bangsa dan

dlnamika kehidupan bernegara dan trcrkonstitusi yang meningkat diimbangi dongan

peningkatan sikap keterbukaan yang mengundang peningkatan peran serta rakyat

dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan melalui mekanisme

I

I
I

I

I

i

I

:
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lg,.:pemimpinan nasional dan kemantapa r penyelenggaraan tugas dan firngsi aparatur

kenegaraan.

'!..

Kerja sama yang serasi antara aparahtr kenegaraan dan pemerintahan makin
F

dimantapkan untuk dapat rnenyalurkan dan menanggapi aspirasi masyarakat yang

berkembang dinamis secara positif dan efektif. Hal tersebut diwujudkan melalui

mekanisme penyrsunan kebijaksanaan yang transparan dan partisipatif serta

pengawasan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan pembangunan

perundang-undangan secara konstitusional clan demokratis.r8 f, f -./tj ) ll

c. Pendayagunaan organisasi Pemerintalean 4'\'#"$"iry':ri
;,

,'!

Pendayagunaan organisasi pemerintahan meliputi organisasi pemerinthfi

prusat yang terdiri atas departemen dan lernbaga pemerintah nondepartemen (LPN[)),

kantor menteri koordinator oian menteri negara, sefta sekretariat lembaga tertinggi

clan sekretariat lembaga tinggi negara serta organisasi pemerintah daeratr, yaitu

daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan desa, terus dikembangkan dan ditingkatkan

termasuk keserasian kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan

pendayagunaan meliputi penataan struktur, fungsi, rentang kendali dan saling

hubungan antar dan dalarn jajaran organisasi pemerintahan tersebut sohingga
i.

penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang diembannya

efisien dan efektif. K.etergantungan dalam prosos pengambilan keputusarq penetapan

kebijaksanaan alokasi sumhr daya dan pengembangan sumber daya manusi4

terhadap unit kerja atasan diupayakan menjadi minimal" Selain itu, dilakukan pula

-ffi

rs ljokroamiloyo, Bintoro, Ibid hal, 77

I
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perampingan birokrasi melalui penyelarasan tugas pokok pemerintah, jabaran

fungsinya, dan uraian pekerjaan yang menclukung pelaksanaan firngsi pemerintahan.

.A.dministrasi Kebijaksan&on Pembangunrn
&

Pendayagunaan administrasi kebijaksanaan pembangunan ditingkatkan

dengan langkah-langkah penyederhanaan prosedur dan perampingan stnrktur

organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara secara lebih murlah,

nrurah dan cepat. Agar memberikan dampak secara lebih optimal dalam pencapaian

pemerataan dan perhrmbuhan, kegiatan tersebut dilaksanakan, baik dalam perangkat

kelembagaan yang menunjang kegiatan ekonomi maupun dalam kegiatan yang

nnenturjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan

iptek. sejalan dengan itu, untuk lebih memantapiran wawasan iu"*tu* a*
meningkat kan ketahanan nasional upaya pendayagunaan kelembagaan pada

kawasan-kawasan terbelakang dan daerah perbatasan di seluruh Nusantara

ciitingkatkan.

Sistem koordinasi dan sink onisasi clalam penyusunan kebijaksanaan

pembangunan dan dalam pelaksana;ann p jtgadimantapkan, terutama untuk hal-hal

1'ang bersifat lintas sektor, lintas lembaga dan berdampak luas dalam kehidupan

raasyarakat' Keb'jaksanam dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi

dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan pengembangan

serta peningkatan daya saing dunia usaha dilanjutkan dan ditingkatkan sampai pada

tingkat daerah.

Sehubungan dengan itu, penyederhanaan perizinan dilanjutkan dan diperluas

pada berbagai bidarg dan kegiatan ekonomi sehingga makin dapat
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menumbuhkembangkan peran sertia masyarakat dalam pembangUnan.

Penyederhanaan perizinar yang dilakukan di tingkat pusat ditingkatkan dan

dimantapkan pelaksanaannya di daeratr-daerah. I,angkahJangkah tersebut

diutamikan pada bidang kelembagarm ynng berkaitan serta dengan ,-T

meningkatkan penanaman moclal, perdagangan antar pulau, dan ekspor komoditas

nonmigas pada rrmumnya, dan khususnla ke dan dari Kawasan Timur Indoncsia dan

daerah-daerah tertinggal lainnya. Sejalan dengan itu, peningkatan mutu

ketatalaksanaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik manajemen

modern dan pengembangan sistem informasi manajemen ditingkatkan.

?endayagunaan kelembagaan rJalam rangka mengembangkan kewirausahaan

koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk pengusaha infonnal dan

tradisional, ditingkatkan agar kemampuan usaha mereka rnakin meningkat. Dalam

hubungan itu, keikutsertaan pengusaha besar dan menengatr dalarn kegiatan

pembinaan tersebut terus ditingtatkarl termasrk indushi rumah tangga yang borakar

pada kebudayaan bangsa, efisiensi produksi dan pemasarannya.

Kegiatan pendayagunaan administrasi kebijaksanaan tersebut di ataS jirga

diperlruat dengan pemantapan budaya dan perilaku aparatur yang bersifat melayani

dan mendorong prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangrrnan

Selain itu, untuk melaksanakan pelayanan umum sebaik-baiknya ditingkatkan

pengawasan melekat, pemasyarakatan budaya kerja, penegakan disiplio dan

kegiatan-kegiatan pernbinaan kepegawaian tairrnya secara utuh. I e

'e Nick Deyas & Roy Keley. Ibid, 83

t1
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BAB III

ANGGARAN }{EGARA DAN ITUBUNGANI\TYA DENGAN TIUKUM

ADMTN},STRASI NEGA-RA

A. Penlertian dan Aktifitas Hukum Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan manajemen dan organisasi dari manusia*

manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sementara Sondang p.

Siagian mendefenisikan administrasi negara sebagai "keseluruhan kegiatan yang

dilakukan olehseluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai

tt{uan negara:. Utrecht menyebutkan bahwa administrasi negara adalah gabungan

jalratan-jabatan aparat (alaO adminishasi yang dibawah pimpinan pemeriutah

melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah.

Menurut Muslimin Amrah administrasi negara adalah aktifitas-aktifitas

negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit

aktifitas-aktifitas badan-badan eksekus saja dalam melaksanakan pemerintatran.

Koentjoro, Diana Halim men'giu {kan administrasi negara sebagai jabatan -
izrbatartyang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakqkan

s'lbagian dari pekedaan pemerintahr dalam arti ltras yang tidak cliserahkan kepada

badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Dari beberapa

pendapat tersebutlah dapatlah diketahui bahwa adminishasi negara adatah

38
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keseluruhalr aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktifitas atau fugas-tugas

negara selain fugas pembua.tan unclang-undang d.rn pengadilan.2o

l. Pengertian Hukum Administrasi negara

?-Apa 
itu hukum pemerintahan? Apakatr hukum untuk pemerintahan ataukah

h'ukum dari pemerintah?, dengan kata lain apakah tukum ini diletakkan (untuk

mengatur) pemerintatran ataulah hukum yang diletakkan oleh pemerintahan?. Untuk

dapat memberikan jawaban atas pertanyaan'pertanyaan tersebut, terlebih dahulu

akan dikemukakan mengenai defenisi hrrkum administrasi negara yang dikemukakan
' .:

olch para sarjana berikut ini:

. Apabila kita, mengawali pengantar hukum administrasi negara secara umurn-

berupaya untuk memahami konsep tertentu, pertama-tama. kita batasi pada tem '

Hukum Administrasi Negara'. Apa isi bagian hukum ini?. Kita dapat menetapkan

bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik.. Hukum

administrasi negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum

publik) yang berkenaan dengan pemerintahan umum).

mendefenisikan yang baik mengenai istilah oHukum Administrasi

Negara', pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi o"g*a,

tnerupakan bagian dari hukum dari hukum publik. Dengan kata lain hukum yang

mengatur tindakan pemerintahan dan hubungan antara pemerintahan dengan warga

negara atau hubungan antar organ pemerintahan... Hukum Administrasi Negara

memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaiman organ

r0 Koentjoro, Diana Halim, Dimensidintensi Pemikiran Hukum Aclministrasi Negara, UII Press,
Yoryakarta. 2001, hal I07

.]

UNIVERSITAS MEDAN AREA



40

pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukurn administrasi negara borisi aturan

main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.

. Hukum Adrninistrasi Negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya

dapat tiU.a*un berdasarkan tujuarurya dari hukum tata negara memuat p**tr*rr-

peratr:ran hukum yarg menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-

otgan pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan

kedudukan teriradap warga negara, ,lan peraturan-peraturan hukum yang mengafur

tirrdakan-tindakan organ pemerintahan itu.

Hukum Administrasi Negara, hulrym tata pemerintalran adalah keselurutran

hr*um yang berkaitan tlengan (r rengatur) administrasi, pemerintah, dan

pt:merintahan. Secara global clikatakaru hukusr adrninistrasi negara merupakan

intnmen yuridis yang dugunakan oleh pemerintahan untuk secara aktif terliatrt

dalam kehidupan kemasyarakatan, dan di sisi lain Hukum Adminishasi Negara

i::erupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuf

menrJrengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pernerintahan. Jadi Hukum

Adininishasi Negara memuat peratuan mengenai aktifitas pemerintahan).

' t{ukun, Adioirristrasi Negara meliputr peraturan-peraturan yang berkenaarr

dengan adrninistrasi: Administrasi berarti sama dengan peinerintahan. Oleh karena

itu Hukum Administrasi Negara disebut.luga hukum tata pemorintahan. Perkataan

pcmcrintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif artinya pemerintahan

merupakan bagian dari organ rtan fungsi pemerintahan, yang bukan organ dan fungsi

pr:mbuat undang-undang dari peradilan.

I
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Hukum Administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-

peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Tetapi tidak semua.

peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pernerintahan umum termasuk dalam
'p

cakupan Hukum Adminishasi Negara. Sebab ada peraturan-peraturan yang

menyangkut pemerintahan umum tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi

Negara, melainkan masuk pada lingkup Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang

memr:ngkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga

melindungi warga terhadap sikap tinrJak administrasi negara, dan melindungi

administrasi negara itu sendiri.

Hukum Administrasi Negara sebagai menguji hubungan hukum istimewa

yang diadakan akan mcmungkinkan para pejabat adrninistrasi negara melakukan

tugas mereka yang khusus. Lebih. lanjut Utrectrt menyebutkan bahwa Hulcum

-''-d::rinisires;i i.icgara aclalah hukunr yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan

a*lnrinisttasi riegaia. Bagian lain diatur oleh I{ukum Tata Negara (}Iukum Negara

dalam arti sempit), Hukum privat, dan sebagairryu.r,

Bsrdasarkan bcberapa dcfenisi tersebut tampak bahvra clalam hukum

ar'ministra;i negara tcrkandung dua aspek yaitu; pertama, aturan-aturan hukum yang

rr,engatur dengan cara bagai.tnana alat-alat perlengkapannya.

Negara itu melakukan tugasnya Kcdua, aturan-aturan hukum yang mcngafur

hubunagn antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga

negaranya. Seiring denagn perkembangan tugas-tugas pemerintahan, l<*rususnya

2' Handayangira! 
loewarn o, Aclntinistrcui Penterintah Dalan Pembangunan Nasional, penerbit Gunuug

Agung, Jalcart4 2A01,hal lj7
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dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada

atlririnistrasi negara termasuk kewcnargau datani bidang legislasi, maka peraturan-

prlraturan hukum dalam hukum admini frasi negara disamping dibuat oleh lembaga

te,gislaiif, juga ada peraturan-peratuan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi

negara.

Dengan demikian, pe*anyaan yang diajukan di atas, dapat diberikan.ia\ryaban

bahrva hukum administrasi ncgara, peraturan-peraturan terscbut dibenhik oiuli

lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungairnya

dengan warga negil, dzur sebagian peraturan-peraturan itu dibenhrk pula oleh

adrninistrasi negara. Dan bahwa hukum a<lministrasi negara mencakup hal-hal

scbagai bcrikut:

a. Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa untuk merrgatur, menyeimbangan dan

mcngcndalikan bcrbagai kcpcntingan masyaruliat;

b. Mengatur cara-cara partisipasi v{arga masyaraliai dalain proseff pen}'ii$unan

dan pengendalian tersebu! tennasuk proses penentuan kebijaksanaan;

c. Perlindungan hukum bagi *,arga nrasyar.akat;

d' Menyusun dqsar-dasar bugi pelaksanaail pe*roiintalian yurg buik.22

i:irrhuagan Administrasi Negara dengan publik Lewat rru prosedur
aiii*iiiistrasl iYegara

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negar4 kalaupun d.i atas ada yang

iiiuiiyuhtitkan hukum administrasi negara berkenaan dcngan kckqasaan cksck*tif,

nflmun pengertian kekuasaan eksskutif ini tidak sama donagn epa yang dimuksudker

22 
lokroamijoyo, Bintoro, lbid, hal 77
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dirlarr konsep tr'as politik, yang menempatkan kekuasaan eksukutif hanya

rn.elaksanakan undang-undang. Tclah disebutkan bahrva istilah hukum administrasi

negara dalam kepustal<atrn Bclanda d.iscbut pula dengan istilah bestuursrecht, dcngan

uns.rJr utama "bestuut"'dan '\rlli'il td'.23

Bestuur dirumuslian sebagai lingkungen kekuasaan negara di luar lingkungan

kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Dcnagn flrmus itu kekuasaan

pei;rerintahan tidahlah sekedar melaksanakan Unr'lang-Undang. Kekuasaan

iieinerintahan nlcrupakan kr:kuasaan yang aktif. Sit?rt aktif tcrsebut dalam konscp

hukum administrasi sccaru intrinsik merupakan unsur utama dari "sturcn"

(b e.s I m' e n) . U ns ur-unsur tersetiut ada lal i sebagai be riliut :

"Siiir.--;i i;;ci'upal:aii suatrr kegiatan yang kontinu. Kekuasaan pemerintahat

rllilliiii Lal tiieiicrliiikaii izii-, mendirikan bangunan misahrya tidaklah berhenti dengan

diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Kekuasaan pemerintahan senantiasa

:;:;i:g:.;-asi agal' izin tct'scbi:t dig,untkan daii tiitiiriii. Diiiairi irai pciaksariaaii

n;endirikari bangunan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkail.

Pemerintahan akarr rflenggunal;ari kekuasaan penegakkan hulium berupa

pcncrbitan yang niungkin bcirupa tindalian pcrnbongka.ran bangunan yai:,g tidal:

scsuai.

"Sturcn bcrkaitan dcngan pcnggunaan kckuasaan. Konscp kckuasaan adalah

ko,rscp hukum publik. Setragai konsep hukr-un putrlik, penggunaan kekuasaan harus

dilandaskan pada asas-asas negara huhum, asas deinokratis , dan asasi lntrusmental.

Bcrkaitan dcngan asas ncgara hukum irtl;rlair ii:iiis '...,-:i.:;': :.:i:!riii::r?ir!-,i-i,.1 -,-:,1i!

r 
Koentjoro, Diana t{alim, tlukum Adminilrasi Nega,ra, Pencrbil Ghnlis lnrlonssil, Jaknrtn, ?004. i:;ri
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bestuur. Dengan asas ,lemokratis tictaklah sekedar adanya badaq perwakilan rakyat.

Di samping badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintahan dan lembaga

peran serta masyarakat (inspmak) dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan

adalah *adalah sangat penting artinya, Asas instrumental berkaitan dengan

hakekatnya hukum administrasi sebagai instrumen.

Dalam kaitan ini asas etbktifitas dan efisiensi dalam

pemerintahan selayaknya mendapat perhatian yang memadai.

pelaksanaan

Meskipun secara umum dianut defenisi negatif tentang pemerintatran yaitu

sebagai suafu aktifitas di luar perundangan dan peradilarq narxun pada

kei:yataannya pemerintahan juga melalcukan tindakan hukum dalam bidang-bidang

legislasi, misalnya dalam pembuatan Uradang-Undang organik dal pembuatan

berbagai peraturan pelaksanaan rainnya, dan juga bertindak dalam bidang

perryelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum merarui upaya

adrninistrasi dan dalam hal penegakkar hukum administrasi atau pada penerapan

sa*ksi-sanski adminishasi, yang E(:muanya itu menjadi obyek kajian hukum'

adrninistrasi negara, hal ini menu4iukkan bahya kekuasaan pemerintah yang

menjacli obyek kajian hukurn administasi negara ini demikian luas. oleh karena itu

mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Di samping itrl
kesukaran menenfukan nnng lingkup hukurn adminishasi negara ini clisebabkan

pula oleh beberapa faktor; pertama, Ilukum Administrasi Negara berkaitan denga,

tindakan pemerintahan yang tidak semuanyr ditentukan secara tcrtulis dalartr

peraturan perundang-undahgan, seiring dengan perkembangan masyarakat yang

mem:rlukan pelayanan peme-tintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah
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atau nqgara berbeda tuntutan dan kebutuhan; Kedua, pembuatan peraturan-

peraturan, keputusan-kepirtwan, dan instnrmen yuridis bidang adminishasi lainnya

tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga; Ketiga, hukum administrasi
t''

negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan

kemasyarakatarl yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi

ral. Oleh karena faktor-fb'ktor inilah Hukumn€gara tcrtentu berjalan Eecara seLtor

Administasi Negara tidak dapat dikodifikasi.

Kewenangan dan Jenis Aktivitas Ke luar Adminstrasi Negara, Secara

umunL administasi negara hanya boleh beraktifitas ke luar, jika

Panggilan kewajiban, misalrrya polisi menjaga ketertiban, petugas pajak

merambah pundi atau dalam negara walfarestate: tunjangan analg bantuan
o<,

sosial, pensiunan.

b. Atau karena permohonan dari luar (publik), umpamanya pengajuan

permohonan KTP, ptlspor, berdagang kaki lima, demonsffasi, tunjangan

rumah (dalam negara welfarestate) atau pelaksanaal program-prograrn

pemerintah (yang tak tersirat dalam Undang-Undang seperti subsidi

penciptaan pasar kerjq BBM d.b).'o

dua aktivitas ihr umumnya berupa tindakan-tindahan kongkrit (misalnya

keputusan atau sempritan polisi) - baik yang menyonangkan maupun yang

r.oembebankan. Menurut Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara Pusat

(=Federal):

2a www.Tinjauan Adiministrasi Negara, com

I
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(insransi negara'yang berwenang berurusan dan menangani publik). Aktivitas ke luar

itu meluputi tatrapan pengujian syaratsyarat, penyrapan dan penurunan keputgsan

alau perampungan satuperjanjian berdasar hukum publik.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Prosedur Adminishasi Negara :

a) Yang memiliki kowenangan beraktivitas ke luar hanyalah satu

Behoerde/Authority (organ nlgara pengelola administrasi negarayang

. berkewerumganmenguusidanmenanganipublik).

b) Perbuatan administrrsi negara yang bertugas menangani publik harus lah:

a Berupa afuivita,s keluar (menuju ke publitdindividu *arganeiara<1,

perintah internal seorang bos dalam satu instansi negara kepada

bawahannya (pegawai negeri atau abdi negara/ publik) merupakan

' 
aktiuitas internal,yang tidak mengakibatkan penggelindinganprosedur

' 
administrasi negara.

r sedangkan aktivitas keluaritu sendiri terdiri dari

- Tahap persiapan (belum berakibat hukum), yang bertujuan kepada

penurunan satu keputusan atau perampungan satu perjaqiian berdasar

hukum publik; sebaliknya, pembelian alat-alat kantor oleh satu

instansi negaf,a atau persiapan internal yang mengarah ke pembelian

alat'alat kantor bukan lah prosedur administasi negara, dalam hal

pembelian alat-alat kantor, seperti halnya pribadi-pribadi priva!

administrasi negara menekan kontrak pembelian di bidang hukum

perdata.

-]
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- Tahapan /inal (berakibat hulam), yang berupa tindaksn (AH). Yang

kerap ddumpai adalah srrat keputusan, ketetapan, instruksi.

r Aktivitas merupakan Einzelfallentscheidung (keputusan kasus

tersendiri/kasus indiviual)2s

A.ktifitas Administrasi Negara

Umumnya, &s&$-BS&s A.dministrasi Ncgara ditufl.rnkan dan Grundge.r*r, uiiuo

Undang-Undang Dasar dau fatwa-fatwa Mahkamah Tata Usaha Negara Pusat.

Menurut Bundesverwaltungsamt (Badan Administrasi Negara Pusat), asas

A.drninishasi Negara untuk beraktivitas ke luar berlaku di segenap lapisan

,Administrasi Negara. Artinya, Administrasi Negara Kelurahan sampai ke tingkat

K.abupaten/Kotamadya haruslah be.rpt doman pada asas-asas di bawah ini seperti

halnya Administrasi Negara Pusat (=,rederal) atau Administrasi Negara Propinsi

(=Negara Bagian).

Adapun Tas aktivitas administrasi negara adalah:

(a'S Rechtsstaatliche Bindung alias Keterikatan Pada Negara Hukum: Keterikatan

Administrasi Negara pada hukum merupakan persyaratan jaminan hukum dan

persamaan perlakuan terhadap setiap anggota masyarakat.

(b) Pflichtgemaesses Ermessen alias Pertimbangan Sesuai Kewajiban: Administrasi

Negara berkewajibar"" tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dalam hal

ketidakpastiaru Adminishasi Negara berkewajiban melakuk att Ermes sen.26

25 Muslimin, Amrah, Ibid, I l8
'u Nick Deyas & Roy Keley.Ibid, E3

t7
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Langkah-Langkah Teknis Prosedur Administrasi Negara

Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara Pusat (:Federal) Jerman itu

sarigat teknis. Begitu pula trahnya, Rancangan Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan. Aktivitas administrasi negara ke luar terbagi ke dalam iatip*

persrapan (belqnx berakibat hukum) dan tahapan final (berakibat hukum).

I!. Pengertian Anggaran Negara

'Pelaksanaan anggaran merupakan tujuan dari administrasi keuangan.

Pelaksanaan anggaran dimaLcsudkan adalah proses kegiatan administrasi dimana

anggaran tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi.organisasi. Dalam

pelaksanaan anggaran inilah sebenarnya inti kegiatan administrasi keuangan dapat

dilihat dengan jelas. Pada proses ini danadana yang telah dikelola dan

clidistribusikan kepada unit-unit organisasi yang ada agar penggunaan dana

tersebut efpktif dan efisien.z7

Anggamn daerah baik ditinjau dari peraturan daerah sebagai rencana yang

menggambarkan kerangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk masa

satu tatrun adalah sangat penting artinya. Itu merupakan pedoman kerja dalam

kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Untrrk itu anggaran daeratr itu setiap tahunnya

harus mendapat penetapandan pengesahan sesuai dengan Peraturan PemerintahNo.

22 Tahun 1999 pada pasal 86.

Anggaran daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daeratr maupun

pengesahannya oleh pcjabat berwenang pada hakekatnya adalah tindakan pemberian

'7 Yati, Ahmad, Hubungan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Penerbit R4ia
Crafindo Persada, Jakarta, 2002,ha1. lZ9
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otol'isasi kepada kepala daerah unruk melaksanakannya seperti apa yang sudah

tercantum datam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian

kepata 
* 

daerah adalah penguasa anggaftux daerah terscbut. Dalam telffiis

pelaksanaannya anggaran daerah itu bertitik tolak dari Keputusan Menteri Dhlam

Negeri No. 903 * 304 tahun 1980 yang menyatakan bahwa hak dan wewenang

prdaksanaan keuangan terdiri dari tiga unsur dengan maksud agar terpeliharanya

pongurusan yang saling mengawasi. Kt.tiga unsur dimaksud adalah :

Hak dan wewerumg otorisasi,

Hak dan wewerumg ordonator.

Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas daerah.

Penjetasan hak dan wewenang tersebut d.i atas adalah sebagai berikut :

Hak dan wewenang otorisasi.

Hak ini dipegang oleh kepala daerah untuk melakukan tindakan datam

'menyelenggarakan rumah tangga daerah ynng membawa akibat.

1) Mendatangkan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah

Negara Republik Indonesia pp No. 10 Tahun r975 pasar 12.

Ayat I : Kepala Daerah menjaga agar segala perafl'an dan lain

penetapan mengenai pendapatan daerah dijalankan sebaik-

baiknya serta segala piutang daeratr ditagih dan dipertanggung

jawabkan tepat waktunya.

2) Pengeluaran dalam batas-batas anggaran daerah, sesuai dengan pp No. 5

Tahun 1975pasal2l.

a.
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Kepala daerah berwenang unflrk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengcluaran uang dalam batas-batas anggaxan

daerah.

Ayat2: Untuk tiap pengeluaran atas perafuran anggaran daerah

diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kcpala daerah atau

surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan

otorisas;i seperti surat keputusan kepegawaian.

Otorisasi dibedakan pada dua jenis yaitu otorisasi Insedentil dan otorisasi

pennanen. Otorisasi insidentil adalah surat keputusan otorisasi yang bertaku.

'pembebanannya dalam batas waktu tahun anggaran yang bersangkutan, seprti

penyediaan kredit untuk keperluan belanja daerah, perjalanan dinas dan alain-

lain. Otorisasi perrnanen adalah bersifat berkelanjutan dan berlaku tetap sebagai

'dasar penyediaan kredit pada tiap-tiap tahun anggaran. Seperti penituran gaji

pegawai dan suttt keputusan pengangkatan pegawai. Sebelum surat kepuhrsan

otorisasi diterbitkan oleh bendaharawan/dinas/lernbaga daerah . harus

mengajukan:

1) Daffar usulan dan Kegiatan Daerah (DUKDA) untuk belaqia rutin.

2) Daftar usulan proyek Daeratr (DUPDA) untr.lk bela4ia pembangunan.

Apabila usul ini disahkan maka Daftar Usulan drur Kegiatan. Daerah

(DUKDA) tadi nreqiadi DIPDA (Daftar Isian proyek Daerah). Setelah DIKDA ini

disatrkan oleh kepala daerah segeralatr diterbitkan surat keputusan otorisasi untuk

penyediaan dana dan anggaran guna membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut.
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i,. Hak dan wewenang Ordonator.

I{ak ini meruptkan hah menguji atas setiap tagihan yang memberatkan anggaran

daeratr dau berwenang mernbebankannya pacla pasal-pasal anggarzm yang
:tt

tercantum di anggaran daerah dengan menerbitkan surat perintah mombayar
'l

. uang (SPMU). Hak dan wewenang ini didelegasikan oleh kepala daerah untuk

.pejabat yang dituduk. Pasal 24PPNo. 5 tahun lg7l.

Segala penagihan dan rnemberatkan anggaran daerah diperiksa, diselesaikan clan

'diperintahkan 
unhrk dibayar oleh kepala Daerah.

Kemudian Pasal 25 PP No. 5 Tahun 1975 juga menyatakan :

Pembayaran yang memberatkan nnggaran daerah baik sebagai beban teup

maupun sebagai bebanr sementara dilakukan dengan Surat Ferintah Membayar

Uang (SPMU) yang ditanda tangani oleh pejabat atas ruLrna kepala daerah yang

ditunjuk dengan surat keputusan.

oleh ordonator pada setiap penerbitan surat perintah Membayar uang (spMu)

harus didasarkan kepada daftar isian proyek daerah yang telah disatrkan oleh

surat keputusan otorisasi yang diterbitkan kepada daerah.

c. Hak dan wewerumg bendaharawan pemegang kas.

. Bendaharawan pemegang kas daerah berhak memeriksa kas tanda-tanda

bukti pengeluaran atas beban anggaftrn daerah yang ditanda tangani oleh ordonator

dari juga pemegang kas daerrah berwenang menerima, menyimpan dan membayarkan

serta menyerahkan uang daerah. Hak dan wewenang untuk ini didelegasikan oleh

kepala daerah kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu.

I
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C. Jenis dan Macam Anggaran negrre

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran negara selarna ini masih diguirdlmn

ketentuan perundang-undangan yang disusrur pada masa pemerintahan kolonial
#

Uiridia Belanda yaitu :

l. Indische Comfiabiliteitswet(IcW) stbl. 1925 no. 448

2.Indische Bedrijevnwe, (IBW) stbl. 1927 no 419 jo stbl 1936 no 445 
:

3. Reglement voorhet Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 no 381

Sementara" itu dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggung jawaban

keuangan negara digunakan Instructie en verdure bepalingen voor de Algemeene

Rekonkamer (IAR) stbl 1933 No. 320.28

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan

b,erbagai perkembangan yang te{adi dalam sistem kelembagaan negara dan

prengelolaan anggaran pemerintahan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih

tetap berlakq akan tetapi secara matc rial sebagian dari ketentuan dalam perutuon

perundang-undangan dimaksud tirtak lagi dilaksanakan kelemahan Perundang-

Undqngan Negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk

trrnyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara Dalam upaya menghilangkan

penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang

berkesinambungan (sustair,able) sesnai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan

Undang-Undang Dasar dan asas-asaE umum yang berlaku secara universal dalam

pe'nyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu Undang-Undang yang

28 Tiokroamijoyo, Bintoro, Ibid ha!, T7

-3

UNIVERSITAS MEDAN AREA



53

rnengatur pengeloalan enggamn Negara yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003

tentang Aggaran Negara.

Undang-Undang No. 17 tahun 2l)03 merupakan reformasi sistem anggaran

a
negara yang meliputi :

a. Reformasi penyusunan clan penetapan anggaran

b. Bsformasi peiaksanaan dan pertanggungiawaban pelaksanaffl anggaftul

c. Reformasi pengawasan anggaran (audit)

Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya harus dikembangkan melalui

pembinaan yang teratur dengan m.emberikan pilihan-pilihan yang memuugkinkan

suatu daerah agar dapat meningkatkan dan memperbesar anggaran daerahnya.

Dengan menetapkan potensi daerah secara optimal. Sesuai dengan penggolongarg

Anggaran bersumber dari :

a. Anggaran rutin, yaitu:

2. Penerimaan Pajak langsung

3. Penerimaan Pajak TakLangsung

4. Penerimaan Pungutan lainlain

5. Penerimaan Penjualan

6. Penerimaan Jasa

7. Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan

8. Penerimaan lain-lain

i|. Anggaran pembangunan, terdiri dari :

1. Penerimaan pajak daerah

2. Penerimaan retribusi daerah

r
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3. Penerimaan duri Laba Perusahaan Daerah

4. Penerimaan lain-lain

Anggaran negara dibedakan nrer{adi:

'. 
Penerimaan dalam negeri

r Penerimaanpernbangrman.

a. Penerimaan dalam. negeri dibedakan:

1). Penerimaan minyak bumi dan gas alam:

. Pajak penghasilan minya I bumi.

r Pajak penghasilan gas alaur

b. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam:

l. Pajakpenghasilan:

a. Pajak penghasitan pcrsc:orangan

q Hasil potongan penghasilan pekerjaan

o Usatra dan pekerjaan

b. Pajak penghasilan badan

o Badan usaha milik negara

r Badan usaha swasta

Hasil pungutrur kegiatan usaha

o Hasil potongan bunga, dividen, royalty, dan

2, Pajak Pertambahan Nilai (ppN) barang dan jasa

barang mewah.

3. Bea masuk dan cukai

a. Bea masuk

lain-lainnya.

serta pajak penjualan atas
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b. Cukai

c. Cukai tembakau

l
d. Cukai lainnya ,'

a. iajak ekspor

5. Ipeda (istilah sekarang, Pajak Bumi dan Bangunan)

6. Pajak lairurya.

7. Penerimaan bukan pajak'

c. Penerimaan bangunan

1. Bantuan program

2. Bantuan proyek2e

D..Sumber-Sumber Anggaran Negara

. Telatr diketahui bahwa kegiatan pemerintah semakin meningkat, baik dalam

rna.syarakat kapitalis rnaupurl sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan

pegrbiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai

ctengan semakin luasnya kegiatrur pemerintah itu. Agar btaya pengeluaran

pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan. Anggaran

pe.merintah dalarn arti luas pada pokoknya meliputi:

l. Penerimaanpajak

2. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki

dan dihasilkan oleh pemerintah.

3. Pinjauran pemerintah

" M. Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik imtuk Anggaran dan Pembangtnan, Edisi Pettama, Penerbit

Andi Yogyakarta, hal 104

E
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4. Dan sebagainya.

' Di dalam kenyataan kita tidak dapat menarik suatu'batas yang tegas dari jenis
.:

)

sumber anggaran pemerintah itu. Walaupun demikiaru sumber-sumber anggaran

pemerin[ah dapat digolongkan sebagai rcrikut:

a. Pajalq yang dimaksud deng,an pajak ialah pembayaf,an iuran oleh ialryat

kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dcngan tanpa balas jasa yang

secara langsung dapat dituqiut. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak

penghasilan dan sebagainya.

b. Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita

dapat melihat ada hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan

adanya pembayaran .retribusi tersebut.

c. Keuntungan dari perusatraan-perusahaan negara. Penerimaan yang berasal

' dari sumber ini merupakan penerimaan -penerirnaan pemerintah dari hasil

penjualan (harga) barang-barang yang ditusitkan oleh pcrusahaan-

perusahaan negara.

d. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah secara sah.

e. Sumbanga.n masyarakat, untrk- jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah

' seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), toll atau pungutan

sumbangan pada j al an raya tertentu dan sebagainya.

f. Percetakan uang. Karena sifat dan fungsinya maka pemerintatr memiliki

kelarasaan yang milul tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah juga mempunyai kekuasaan unhrk mencetak

uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral guna mernberikan
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pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa t*P deking. Apalagi

I
percetak4n uang dijalankan dengan hati-hati, maka akan berakibat kLrting

baik yaitu cenderung menirnbulakan inflasi. Inflasi mempunyai peugaruh

seperti halnya dengan pajak. Karena itu sering disebut inflasi sebagai pajak

yang tidak kentara, karena konsumen dengan uang yang sama akan dapat

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang semakin sedikit jumlahnya

berhubungan dengzur turunnya nilai uang.

g. Hasil dari undiart negara. Dengan undian negara, pemerintah akan mendapat

dana yaitu perbcdaan antar jumlah penerimaan dari lembaran surat undian

iual dengan semLla pengeluaran-pengeluarannya termasukyaflg dapat dijual dengan selnLr

hadiatr yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian

ncgara ini'adatah rctatif murah, sehingga merska yang memiliki tidak begitu

merasakan rugi kalau tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekedar

menyumbang kepada pemerintah. Sedangkan ymg menang akao sungguh-

sungguh merasa senang. Tetap. sering kali usaha-usaha mengumpulkan dana

melalui sistem uncliatr ini rnembawa pengaruh yang kurang baik terhadap

kehidupan rakyat kecil karena mereka ini kemudian bersifat "ngoyo" dalarn

mencari kemenangarl tanpa melihat kemampuarunya dan kurang mengadakan

perhitungan. Hal ini rnemang masuk akal karena apabila mereka ini menang

status sosialnya akan meningkat dengan cepat sekali.

Contoh: "sumbangan Dana Sosial Berhadiah".
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Pinjaman. Pinjapan dapat berasal dari luar negeri maupun'dalam negeri,

Pada trmumnya negara-negara yang sedang berkembang mengandalkan

pembiayaan pembangunannya sebagian besar bersumber dari hasil prqialnan.

Hadiah. Sumber dana ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan

hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintatr dan

dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara

lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunter dengan

tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.3u

E. Peran Anggaran Negara dalam Kaitannya dengan Hukum Administrasi

nGgrra

Dalam rangka mengurangi ketergantungaa dana dari luar negeri,

sebagaimana diamanatkan dalam GBHN lggg-2004, maka dalam kurun waktu tiga

tahun tera.khir, pembiayaan luar negeri secara bertahap diupayakan untuk dapat

dikurangi. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran

maupun untuk memenuhi kervajiban pembayaran pokok utang, sedapat mungkin

bisa diupayakan untuk dipenuhi dari sumber-srurtber dalam rregeri. Hal ini, tefutama

dimaksudkan untuk menunjang tangkah-langkah konsoliclasi fiskal dan penyehatan

APBN dalam mendukung terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinamliungan

(fiscal sustainability). Kebijakan yang diternpuh dalam memenuhi kebutuhan

pembiayaan anggaxan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pada dasarnya

dititikberatkan pada 3 (tiga) strategi pokok, yaitu: (1) peningkatan sumber-sumber

h.

'o Nick Deyas & Roy Keley. Ibid, 83
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pembiayaan dalam negeri; (2) pernrunan stock utang secara bertahap; dan (3)

pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Upaya meningkatkan

peranan sumber-sumber pembiayaan dalam negeriuntuk memenuhi kebutUhan

pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang

c-rkup berarti, sehingga berhasil mengurangi peranan sumber pembiayaan eksternal.

FIal ini dapat dilihat dari perkembangan sumber-sumber pemliiayaan yang dapat

dihimpun, dan peranannya dalam mr:menuhi kebutuhan pembiayaan.

Kebutuhan pembiaya.an torsebut dipenuhi dari: (l) sumber-sumber

pembiayaan dalam negeri, antara lain melalui penggunaan sebagian saldo rekening

pemerintah di Bank Indonesia (BI), hasil privatisasi BUlv{N, hasil penjualan aset

program restrukturisasi perbankan, dar hasil penerbitan surat utang negara; serta (2)

sumber-sumber pembiayaa.n luar negeri dalam bentuk

Penarikan pinjarnan luar negeri, baik pinjaman program maupuR pirrjaman

proyek. Dengan semalcin berkurangnya peranan sumber-surnber pembiayaan dari

luar negeri dalam upaya menutup pembiayaan anggaran, serta tidak adanya fasilitas

penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri oleh Negara dan lembaga donor

melalui fasilitas Paris Club sejak tahun 2004, dan dipenuhinya kewajiban

pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang luar negeri secara tepat waktu,

maka rasio posisi utang luar negeri terhadap PDB menurur,.3'

Adminisuasi anggaran menrpakan suatu bentuk kegiatan adminisfiasi yarig

lctrrsus pada masalah keuangan. Pada setiap organisasi, maselah keuangan

merupakan masalatr yang penting sehingga hanrs ditanggapi dengan sebaik-baiknyq

3t [bid, Muslimin Amrah,.2001, Hal.l l8
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kegiatan apapun yang ekan clilakukan jika tidak mendapat dukungan keuangan yang

cukup maka kegiatan tersebut tidak'akan mencapai tujuan yang diinginkan.32

tlandayaningrat nA02: 193) mengatakan bahwa " Administrasi anggaran -/--"-'

ne}ara adalah pengelolaan nnggaran pendapatan dan belanj a nagara; ywtu mulai

dari proses penwsuntrn rencana anggamn, pengesahan anggaran...

Dari pengertian tersebut menunjukkan bagaimana kompleksnya kegiatan

a.dministrasi anl!:arun. Administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaratl

;ren<Iapat dan belanja negara.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggariurn kebijaksanaan serta

nrencapai tujuan pada anggaran negara; Ketiga kegia.tan yang berkaitan dengtur

penyelenggaraan pemerintah; Keempat, Kegiatan kantor dan tnta usaha. Dalam buku

adminishasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yalmi kegiatan yang bcrkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintah. Frajudi Atnosudirdo mengemukakan bahwa

'adminishasi negara mempunyai tlga arti, yaitu; percama, sebagai salatr safu nrngJi

pemerintah; Kedua, sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah; kqtiga,

sebagai proses penyelenggarznn tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja

.,sama secara tertenfu.

Keumuman peraturan perundang-undangan berkenaan dengan anggaran

dimana peraturan itu berlaku. Tipe ideal suatu peraturan perundang-undangan yang

mengikat umum berlaku pada Hukum Administrasi negara yang berkaitan dengan

tmggaran negara. Keumuman peraturan berkaitan pula dengan waktu di mana

3? Ibid, Muslimin Amrah,.200l, Hal.129
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peraturan itu berlaku. Tipe ideal Peraturan Penurdang-Undangan tidak hanya

beriatu untuk wa}:tu tertentu, tetapi berlaku untuk rnasa yang lebih panjang atau

herlaku untuk waktu yang tidak tertcntu. Selanfutrya peraturan arlalah umum unhrk,.
setiap orang. Tipe ideal peraturan perundang-undangan tidak hanya borlaku pada

srrbyek hukum tertentu, tetapi ditujukan pada kelompok yang lebih besar orang atau

prrrla setiap oftmg. Sifat umum peratu;an perundang-undangan. Tampak pula pada

br:rulang-ulangnya penerapan perattrar. Tipe ideal perahran perundang-undengan

tidak hanya diterapkan pada satu situasi khusus, tetapi ada sejumlah keadaan yang

ti,lak tertentu.

Secara teoritis pernberian kewenangan dalam bidang legislasi kepada

pemerintah itu merupakan konsekuensi dianutrya ajaran negara kesejahteraan yang

memberikan kewajiban kepada pemerintah unfuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat atau kewajiban untuk mewujuclkan kesejahteraan umurn. Di dalam

kewenangan untuk meraujudkan kesejahteraan umum melekat pula kewenangan

dalam bidang legislasi. Artinya tidak mungkin menia.dakan kewenangan dalarn

bidang legislasi bagi pemerintah. Menurut Bagir lrrlanan, ketidakmungkinan'

meniadakan kewenangan aksekutif pemerintah sebagai penyelenggara administrasi

negara unfuk ikut membentuk peraturau perundang-undangan makin didorong oleh

perkembangan teoritik maupun praktek dalam adminishasi anggaran negaxa antara

lain:

1. PatEm pembagian dana anggaxan yang lebih menekankan kepada perbedaan

fungsi dari pada pemisahan organ seperti terdapat dalam ajaran pemisahan

kekuasaan. Dengan demikian, fungsi pembentukan peraturan perundang_

UNIVERSITAS MEDAN AREA



a

62

undangan tidak harus terpisah dari fungsi ponyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pembentutcan pemerintatran perundang-undangan dapat juga

rtiletakkan pada administrasi n€gara, baik sebagai kekuasaan maudiri atau

sebagai kehrasaan yang dijalankan secara hersama-sama denagn badan

legislatif.

Paham yang mcmberikan kelarasaan pada negara atau pemerintah uufift

mencampwi perikehidupan masyarakat, baik sebagai negara kekuasaan atau

sebagai negara kesejalrteraan. Dalam pafurm negaxa kekuasaan ikut

campurnya ncgara atau pemerintahan dilakukan dalam rangka membatasi dalr

mengendalikan rakyat. Salah satu penunjang formal pelaksanaan kekuasaan

serurcam ifu, maka dicipt.akan berbagai instrumen hukum y*g ut*
memberikan dasar bagi negara atau pemerintahan untuk bcrtindak sebagai

negara kesejahteraan, diperlukan berbagai instrumen hukum yang tidak

mmgkin semata-mata diserahkan kepada legislatif untuk menyelenggarakan

administrasi anggaran negara negara anggaran administrasi negara

memerlukan wewenang untuk mengatur tanpa mengabaikan asas-asas negara

berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintah yang layak Dalanr

keadaan demikian, makin hunbuh kekuasaan aclministrasi negara di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan

Untuk menunjang perubahan masyarakat yang berjalan makin cepat dan

kompleks diperluakan percepatan pembentukan hukuun. Hal ini mendorong

hukum administrasi negara berperan lebih besar dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan di dalam anggaran negara.

J.

I

i

l

!

i
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Berkembangnya berbagai jenis peraturzur perundang-undangan. Mulai dari

Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan perundang

anggaran r"egara. Badan legisl.atif tidak nrembentuk segaala jenis peraturan

perundang-undarlgan melainJcan terbatas pada Undang-Undang Dasar. Jenis-

jenis lain dibuat oleh adminisfiasi negara.
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KESIMPULAN DAI\I SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yaog telah diuraikan atau dikemukakan terdatrulu dalam penulisan

ini, makapenulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada rlasarnya bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana dalam melalekan

aktivitasnya. Dengan dana tersebut maka pemerintah daerah dapat merencanakan rlan

merealisasikan kegiatan-kegratan pemerintatran, pembangunan dan hal-hal lainnya

yang mendukung keberadaan pemerintah daerah bagi daerah yang bersangfuutan.

Dengan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah di Kabupaten atau Kota adalah

untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintatr daerah itu sendiri ddalam menjalankan

pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesej ahteraan masyarakatnya.

2. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 20M tentang anggaran merupakan tujuan dari

adminishasi keuangan, pelaksanaan anggaftm dimaksudkan adalah proses kegiatan

adrninishasi dimana anggarao tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi

organisasi. Dalam pelaksanaan anggaran inilah sebenamya inti kegiatan administrasi

keuangan dapat dilihat dengan jelas. Pada proses ini dana-dana yang telah dikelola dan

didistibusikan kepada unit-unit organisasi yang ada agar penggunaan dana tersebut

efektifdan efisien.

3. Anggaran daerah baik di tudau daxi peraturan daerah sebagai rencana yang

menggambarkan kerangka peirdapatan dan perbelanjaan yang bedaku mtuk masa satu

u
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tahun adalah sangat penting artinya. Itu merupakan pedoman kerja dalarn kegiatan-

kegiatan pemerintah daerah. Untuk anggaran daerah itu setiap tahunnya harus

mendapat penetapan dan pengesalran sesuai dengan peraturan pemerintah No. 22

Tahun 1999

B. Saran

l. Anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dikatakan sebagai peuyelenggaraan

utama pembangunan nasional. Sektor-sektor yang potensial unttrk mengumpulkan

pendapatan negara sebaiknya benar-benar dikelola dengan bailq oleh sebab itu

administasi keuangan memulai kegiatan sejak proses penyu$unan ranaangan

anggafim tersebut disahkan atau disetujui.

2. Pengelolaan keuangan negara akan terlaksana dengan baik bilamana pemerintatr

dapat mengrrmpulkan dana yang cukup dan dengan c$a yang tepat dari berbagai

kegiatan ekonomi yang ad4 dan dapat mengalokasikan serta menggunakan dana

tersebut secara responsif, efisierq dan efektif dalam tersedianya layanan publik.

3. Menyadari pentingnya peraffm angaran pembiayaan dan perhitungan dalam sistem

keuangan negara Indonesia, dimana dana ini merupakan dana yang dimaksudkan

untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat tak terduga, tak terencanq

sat€gis, jumlahnya yang relatif basar, serta bersif,at tansfer, dan juga disadari jlga

masih adanya kelemahan-kelemahan dalam penata usahaannya selama ini, di

pandang perlu untuk segera melakukan langkalr-langkah konkrit unhrk

memperbaiki penafausahaan dana tersebut
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